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KAJIAN PUSTAKA

A. Pendlitian Terdahulu

Penelitian terdahulu bisa dijadikan sebagai peripgath untuk lebih
mengekplorasikan penemuan baru yang tidak ada dalenelitian yang
sebelumnya. Dalam penelitian terdahulu ini penalkan membandingkan dari
sisi pembahasan penelitian yang berkaitan dengarsgm pengadilan agama yang

berkaitan dengan sengketa harta bersama dalanrgarce

Salah satu penelitian yang dijadikan penelitiadabulu dalam penelitian
ini adalah penelitian yang dilakukan oleh Muhamnidnul Hadi, mahasiswa
Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) &faj angkatan 2003.
Penelitian tersebut berjudul Upaya Damai Pihak ketiga dalam Sengketa
Harta Bersama (Gono-Gini) sebagai Akibat Perceraian (Studi Kasus
terhadap Putusan Pengadilan Agama Kota  Malang No.
276/Pdt.G/200/PA.MIlg. dan No. 354/Pdt.G/2002/PA.Mlg.). Terdapat
kesamaan antara penelitian Muhammad Husnul Haskeliat dengan penelitian
ini ; keduanya merupakan studi putusan terhadagke¢s harta bersama. Adapun
yang membedakan adalah bahwa dalam penelitian MubamHusnul Hadi

tersebut difokuskan pada upaya perdamaiannya, gkaardalam penelitian ini



ditekankan pada penolakan perlawanan yang dilakydthak ketiga terhadap

eksekusi harta bersama oleh Majelis Hakim Pengaditmma Malang.

Selanjutnya, Penelitian Hanif Asyhar mahasiswa Raku Syariah
Universitas Islam Negeri (UIN) Malang angkatan 200¢ang berjudul
Pertimbangan Hakim dalam Penyelesaian Sengketa Harta Bersama antara
Suami-Istri pada Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Kota Malang
(Perkara No. 470/Pdt.G/2003/PA.Mlg.), juga memiliki persamaan dan
perbedaan dengan penelitian ini. Persamaannya hadadhwa keduanya
membahas dasar pertimbangan dan landasan hukundiamgkan oleh Majelis
Hakim dalam memutus dan menyelesaikan permasalaiketa harta bersama
dalam perceraian. Adapaun yang membedakan adakatyagerlawanan dari
pihak ke-3 terhadap eksekusi harta bersama padalit@en ini, sedang di

penelitian Hanif Asyhar, pihak ketiga tersebut kid&emukan.

B. Harta Bersama dalam Perkawinan

Harta sering menjadi isu hangat dalam masyarakatmasuk di
lingkungan keluarga. Tak jarang pula harta ini radnjsumber permasalahan.
Karena itulah perlu lebih dijelaskan lagi secarpdenci tentang harta, khususnya

yang disebut dengan harta bersama dalam keluarga.



1. Definisi Harta Bersama

Harta bersama secara bahasa terdiri dari 2 kaita, y&arta dan
bersama. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesiaa Hafat berarti
barang-barang (uang dan sebagainya) yang menjady&an dan dapat
berarti kekayaan berwujud dan kekayaan tidak bervyjang bernilai.
Harta bersama berarti harta yang dipergunakan (damtkan) bersama-

sama

Sayuti Thalib dalam buku Hukum Kekeluargaan Indanes
menjelaskan bahwa harta bersama adalah harta lkekgpmg diperoleh
selama perkawinan di luar hadiah atau warisan. Mikg adalah harta
yang didapat atas usaha mereka (suami-istri) aadirs-sendiri selama

masa ikatan perkawinan.

Pengertian tersebut sejalan dengan Undang-undamgpiNb tahun
1974 tentang Perkawinan, Bab VII tentang harta detadam perkawinan

pasal 35, yang secara lengkap berbunyi sebagéuberi

a. Harta benda yang diperoleh selama perkawinan merfjada
benda bersama

b. Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri derta
benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadittu a
warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing si
penerima selama para pihak tidak menentukan lain.

! Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Depafemgidikan dan Kebudayaan, Kamus
Besar Bahasa Indonesia, Edisi kedua, Jakarta, Batdaka, 1995, cet. Ke VII, hal. 342.
2 Sayuti ThalibHukum Kekeluargaan Indonesidakarta, Ul. Press. Cet. Ke V, 1986, hal. 89



Abdul Kadir Muhammad dalam buku Hukum Harta Kekayaa
menyatakan bahwa konsep harta bersama yang nerupakia kekayaan
dapat ditinjau dari segi ekonomi dan dari segi mukwalaupun kedua
segi tinjauan ini berbeda, keduanya ada hubungarsama lain. Tinjauan
dari segi ekonomi menitikberatkan pada nilai kegumasebaliknya
tinjauan dari segi hukum menitikberatkan pada atuhakum yang

mengatur’

Menurut Abdul Manan harta bersama adalah harta gatepat /
diperolen selama ikatan perkawinan berlangsung dtmpa

mempersoalkan terdaftar atas nama sfapa.

Harta bersama oleh beberapa golongan juga akramaliklengan
istilah harta gono-gini. Istilah “gono-gini” sebenga merupakan sebuah
istilah hukum yang sudah popular di masyarakat.déprdan istilah gono-
gini sebenarnya diambil dari tradisi jawa. KamusdreBahasa Indonesia
(2001 : 330) mendefinisikan kata ‘gana-gini’ dalénadisi jawa sebagai
anak yang hanya dua bersaudara ; laki-laki dampmran dari satu ayah
dan satu ibu. Istilah ‘gana-gini’ kemudian dikemgiean sebagai konsep
tentang persatuan antara laki-laki dan perempuafamdaikatan
perkawinan. Oleh karena itu, harta yang berhubundangan harta
perkawinan tersebut kemudian disebut dengan Harte&ini, walaupun

sebenarnya istilah hukum yang digunakan secarai @@mlegal formal

 Abdul Kadir,Hukum Harta KekayaarBandung : PT. Citra Atitya, 1994, Hal. 9.
4 Abdul MananBeberapa Masalah tentang Harta Bersarivimbar Hukum, No. 33 Tahun 1997,
Hal. 59



dalam peraturan perundang-undangan di Indonesilka,dagam Undang-
undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kitawladg-undang
Hukum Perdata (KUH Per), maupun Kompilasi Hukumarsl| (KHI),

adalah harta bersama.

Istilah harta gono-gini lebih popular di kalangamasyarakat
dibandingkan dengan istilah yang resmi digunakdandéahasa hukum

dan perundang-undangan.

Di berbagai daerah tanah air sebenarnya juga dik&iah-istilah
lain yang sepadan dengan pengertian harta gonodgidiawa, hanya
diistilahkan secara beragam dalam hukum adat yanigku di masing-
masing daerah. Misalnya, di Aceh harta gono-gimstitAhkan dengan
hareuta sihareukat, di Minangkabau dinamakan arésang, di Sunda
digunakan istilah guna kaya, di Bali disebut dendanve grabo, dan di
Kalimantan digunakan istilah barang parpantangamgan berjalannya
waktu, rupanya istilah gono-gini lebih popular ddikenal masyarakat,
baik digunakan secara akademis, yuridis, maupuandgerbendaharaan

dan kosa kata masyarakat pada umumnya.

. Dasar Hukum Harta Bersama

Pada dasarnya tidak ada percampuran harta kekagakam
perkawinan antara suami dan istri (harta gono-glonsep harta gono-

gini awalnya berasal dari adat istiadat atau traghsg berkembang di



Indonesia. Konsep ini kemudian didukung oleh huksiam dan hukum

positif yang berlaku di Negara kita, sehingga dapdtatakan ada

kemungkinan telah terjadi suatu percampuran arkgkayaan suami dan

kekayaan istri dlghele gemenschap van goerdgrefalam perkawinan

mereka. Percampuran harta kekayaan (gono-ginpertaku jika pasangan

tersebut tidak menentukan hal lain dalam perjarpentkawinan.

Dasar hukum tentang harta bersama dapat ditelusetalui

undang-undang dan peraturab berikut :

a)

b)

Undang-undang perkawinan pasal 35 ayat (1), mentkablbahwa
yang dimaksud dengan harta bersama adalah hartda bgang
diperoleh selama perkawinan. Artinya, harta kekaygng diperoleh
sebelum terjadinya perkawinan tidak disebut hagtadma.

Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Per) pas&b. 1
Disebutkan bahwa sejak saat dilangsungkan perkawimaaka
menurut hukum terjadi harta bersama menyeluruhrarsaami-istri,
sejauh tentang hal ini tidak diadakan ketentuam dlam perjanjian
perkawinan. Harta bersama tersebuit, selama pemnkawberjalan,
tidak boleh ditiadakan atau diubah dengansuatuepgumn antara
suamstri.

KHI pasal 85, disebutkan bahwa “adanya harta beadatam

perkawinanitu tidak menutup kemungkinan adanya ahartilik

masing-masinguamiatau istri. “Pasal in sudah memy@n adanya

hrta gono gini dalam perkawinan. Dnan kata lain,| Kk€ndukung



adanya persatuan harta dalam perkawinan (gond. dvteskipun
sudah bersatu, tidak menutup kemungkinan adanyantd) harta
milik masing-masing pasangan, baik suami ataupun is

d) Pada KHI Pasal 86 ayat 1 dan ayat 2, kembali dakget bahwa
“pada dasarnya tidak ada percampuran antara haatai lan harta
istri karena ada perkawinan” (ayatl). Pada ayatefihl lanjut
ditegaskan bahwa pada dasarnya harta istri memhjakliistri dan
disukai penuh olehnya. Demikian juga sebaliknyaahauami akan

menjadi hak suami dan dikuasai penuh olehnya.

Secara lebih terperinci, berikut akan diuraikan degndan dasar
hukum harta bersama, baik perspektif hukum islaenympdang-undangan

positif di Indonesia ataupun dalam pandangan hukdan.

a. Harta bersama menurut Hukum Islam
Baik dalam Al quran maupun dalam hadits tidak cilpakan
tentang harta bersama, akan tetapi dalam kitab-kitgih ada
pembahasan yang dapat diartikan sebagai pembate#ang harta
bersama, yaitu yang disebut Syirkah atau Syarikah.
Dalam Al qur'an yang dapat diartikan berhubungangd@ harta

bersama pada saat Allah SWT berfirman:



Artinya: Dan janganlah kamu iri hati terhadap apang dikaruniakan
Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak darakabian yang
lain. (karena) bagi orang laki-laki ada bahagianrda@ada apa yang
mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) adaageamn dari apa
yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allahgsat dari
karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahualaegesuatu.
(QS. An Nisa’: 32)

Para pakar Hukum Islam di Indonesia berbeda pendaptang
dasar hukum harta bersama itu. Sebagian berpentiapata Islam
tidak mengaturnya dan untuk itu diserahkan sepgaulpada para
ahli. Pendapat ini dikemukakan oleh hazairin, Anwaryono dan
Andoelroef. Sebagian pakar hukum Islam mengataledwa suatu
hal yang aneh jika agama Islam tidak mengatur hbgesama,
sedangkan hal lain yang kecil-kecil saja diatuasgcinci oleh agama
Islam dan ditentukan kadar hukumnya. Tidak ada psatuyang
tertinggal, semuanya termasuk dalam ruang lingkepnhgahasan
hukum Islam. Jika tidak disebutkan dalam Al-Qurtaaka ketentuan

itu ada dalam hadits, dan hadits merupakan sumbkuanh Islam

juga’

® T. Jafizham, S.HRersentuhan Hukum di Indonesia dengan Hukum Pedlkemtislam Medan :
CV. Percetakan Mustika, 1997, Hal. 119.



Para ulama sudah sejak lama menyusun kitab-kitkmndiaidang
Hukum Islam yang kemudian kitab-kitan tersebut déedengan
sebutan kitab figih. Mereka membagi pembahasanathnd figih
menjadi empat bagian, yaitu :

1. Rubu’ Ibadah Di dalamnya dibicarakan khusus mengenai

ibadah, seperti shalat, puasa, zakat dan haji.

2. Rubu” Muamalah Di dalamnya dibicarakan berbagai
masalah yang berkaitan dengan hukum kebendaan,mhuku
perikatan dan hukum dagang.

3. Rubu’ MunakahahDi sini dibahas secara khusus semua hal
yang berkaitan dengan perkawinan dan perceraian.

4. Rubu’ Jinayah Disini dibicarakan khusus mengenai hukum
pidana.

Harta bersama suami-istri mestinya masuk dalam pkagan rubu’
mu’amalah, tetapi ternyata secara khusus tidakcatiakan. Hal ini
kemungkinan disebabkan oleh karena pada umumnygapery
kitab-kitab figih tersebut adalah orang Arab, sefam adat arab
tidak mengenal adanya adat yang berkaitan dengea barsama
dalam perkawinan. Konsep harta bersama memang ldikimal
dalam tradisi masyarakat Indonesia. Konsep ini patan warisan
berbagai macam tradisi yang ada di Tanah Air.

Zahir Amir memandang bahwa Hukum Islam mengatstesy

terpisahnya antara harta suami dan harta istri ng@pg yang



bersangkutan tidak menentukan lain (tidak ditemukdalam
perjanjian perkawinan). Hukum Islam juga memberikafonggaran
kepada mereka berdua untuk membuat perjanjian weraa sesuai
dengan keinginan mereka berdua, dan perjanjiarletsakhirnya
mengikat mereka secara hukum.

Ahmad Asyhar Basyir juga menjelaskan bahwa hukukamis
member hak kepada masing-masing pihak. Suami ya@gemnma
pemberian, warisan, dan sebagainya, berhak merigsggsenuhnya
harta yang diterima itu tanpa adanya campur tangfan Demikian
juga jika istri yang menerima pemberian, warisam dabagainya,
berhak menguasai sepenuhnya harta yang diterima@nydanpa
adanya campur tangan suaminya. Dengan demikiama hawaan
yang mereka miliki sebelum terjadinya perkawinamjae hak milik
masing-masing pasangan suami istri. Pandangan huglam yang
memisahkan harta kekayaan suami-istri sebenarnyaudehkan
pemisahan mana yang termasuk harta suami, mana tgamgsuk
harta istri dan mana yang termasuk harta bersamg dgeroleh
secara bersama selama terjadinya perkawinan. Heanisentara harta
suami dan harta istri tersebut sangat bergunat@kadi perceraian
dalam perkawinan.

Ketentuan hukum Islam di atas tetap berlaku hinggrakhirnya
perkawinan atau salah seorang dari keduanya maealinggnia.

Tentang harta warisan, hukum Islam memandang bahavwa warisan



b.

yang ditinggalkan oleh suami atau istri dibagi lasatkan ketentuan
hukum warisan Islam. Harta warisan yang dibagi addlak milik
masing-masing suami atau istri yang telah meninglyalia, yaitu
harta yang telah dipisahkan dari harta pihak yarasim hidup.
Artinya, jika suami meninggal dunia, harta miliktris tidak
dimasukkan dalam harta warisan yang harus dibadik&n istri tetap
berhak memiliki harta pribadinya sendiri, dan diagg berhak
mendapat bagian warisan dari harta peninggalaniayam

Hukum Islam juga berpendirian bahwa harta yang rdiph
suami setelah perkawinan menjadi hak suami, sedangitri hanya
berhak terhadap nafkah yang diberikan suami kepadan
Harta Bersama menurut Undang-undang

Ketentuan tentang harta bersama dalam Undang-unNandl
tahun 1974 tentang perkawinan, terdapat pada Balbekiang harta
benda dalam perkawinan. Dalam bab tersebut, harsaima diatur
dalam pasal 35, 36 dan 37

Menurut Drs. Abdul Manan, S. H. S. IP., M. Hum pekimin
istilah harta bersama sebagai terminus hukum yaegvawasan
nasional dilaksanakan pada tahun 1947 dengan basgtakundang-
undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Sebekembakuan
ini, terdapat berbagai macam istilah yang dipengahwkum adat

seperti barang bawaan di Jawa Tengah, barang uliaBztawi,



barang sulur di Banten, harta tuha atau pusakacdhAperimbit di
Ngaju Dayak.

Nilai-nilai hukum baru yang terdapat dalam pasal&3at (1)
undang-undang No 1 tahun 194 tentang perkawinamudin
dipertegas lagi dalam kompilasi Hukum Islam Bab Ximana
dikemukakan, bahwa harta bersama adalah harta ygmegoleh
selama ikatan perkawinan berlangsung tanpa mengkaosterdaftar
atas nama siapa. Harta bersama dapat berupa bendajurl dan
benda tidak berwujud. Yang berwujud dapat melipetida bergerak,
benda tidak bergerak, dan surat-surat berhargangkala yang tidak
berwujud dapat berupa hak dan kewajiban.

Mengenai wujud harta pribadi sejalan dengan maksashl 35
Ayat (2) UU No 1 tahun 1974 tentang perkawinan.ekaian ini
sepanjang suami istri tidak menentukan lain dalagerjapjian
perkawinan sebelum akad nikah di langsungkan. Adaparta yang
menjadi milik pribadi suami ini adalah: (1) Hartawaan yaitu harta
yang sudah ada sebelum perkwainan (2). Harta yapgraieh
masing-masing selama perkawinan tetapi terbatas pesiolehan
yang berbentuk hadiah, hibah dan warisan. Di learsjini semua

harta langsung menjadi harta bersama dalam perlawin

c. Harta Bersama menurut Hukum Adat



Sebagaimana telah dikemukakan dalam definisi hgoteo gini
(harta bersama) bahwa istilah “gono gini” memangasa dari
hukum adat di Indonesia. Meskipun awalnya memangsiaé dari
konsep adat jawa tentang ‘gono gini’, rupanya dirdh-daerah lain
juga dikenal konsep yang sama dengan istilah{isyiang berbeda,
yaitu hareuta siharoekat (Aceh), harta soaring (Minangkabau,
Sumatera Barat)Guna Karya (Sunda, Jawa Baratpruwe gabro
(Bali) danbarangperpantangar(Kalimantan).

Harta perkawinan dalam hukum adat, menurut Ter Haapat
dipisah menjadi empat macam, yaitu :

a. Harta yang diperoleh suami atau istri sebagai waretau
hibah dari kerabat masing-masing dan dibawa kendala
perkawinan

b.Harta yang diperoleh suami atau istri untuk dirndig
serta atas jasa diri sendiri sebelum perkawinam daam
masa perkawinan.

c. Harta yang dalam masa perkawinan diperoleh suami da
istri sebagai milik bersama.

d. Harta yang dihadiahkan kepada suami dan istri besa
pada waktu pernikahah.

Hampir seluruh hukum adat menyatakan bahwa tidakuaeharta

benda yang dimiliki suami-istri merupakan kesathara kekayaan.

® http://www.badilag.net diakses pada 10 April 2011



Yang termasuk dalam harta bersama hanyalah haridabgang
diperoleh secara bersama sejak terjadinya ikatakapéan. Harta
benda yang diperoleh sebelum terjadinya ikatangvarkan dan harta
warisan yang diperoleh selama masa perkawinan iinmiasing-
masing suami dan istri.

Secara umum, pandangan hukum adat tentang hartagyun
(harta bersama) hampir sama di seluruh daerah. Wapagt dianggap
sama adalah perihal terbatasnya harta kekayaan ripangadi harta
bersama, sedangkan mengenai hal-hal lainnya, teautaengenai
kelanjutan dari harta bersama itu sendiri pada &@@annya memang
berbeda di masing-masing daerah. Misalnya di Jpempagian harta
kekayaan kepada harta bawaan dan harta gono delalseerjadi
perceraian antara suami dan istri akan bermaknaingesekali. Hal
ini berbeda sekali dengan kondisi jika salah sadwni #eduanya
meninggal dunia, pembagian tersebut menjadi tideditb penting.
Sementara itu, di Aceh, pembagian harta kekayagadee harta
bawaan dan hareuta sauhareukat bermakna sangaigpeaik ketika
terjadi perceraian maupun pada saat pembagian anajika salah
seorang pasangan meninggal dunia.

Meskipun pembagian harta gono gini di berbagai atadroleh
dikatakan hampir sama, perlu bila dibedakan bekdsakonteks
budaya local masyarakat. Salah satu contoh dimakanh adat yang

cenderung tidak memberlakukan konsep harta bersalaah daerah



Lombok, Nusa Tenggara Barat. Menurut hukum adat dakn
perempuan yang bercerai pulang ke rumah orang auderlygan hanya
membawa anak dan barang seadanya, tanpa mendipgirttagini’

3. Jenisjenishartabersama

Kalau memperhatikan asal-usul harta yang didapamsustri

dapat disimpulkan dalam empat sumber, yaitu:

a. Harta Hibah dan harta warisan yang diperoleh daahsseorang
Suami atau istri

b. Harta hasil usaha sendiri sebelum mereka menikah

c. Harta yang diperoleh pada saat perkawinan ataum&arerkawinan

d. Harta yang di peroleh selama perkawinan selaintdlabah khusus

untuk salah seorang dari suami istri dan selaitahvaarisan.

Menurut Ismail Muhammad Syah, keempat macam surnea
ini dapat di golongkan menjadi dua golongan yaiantd) bersama yang
dimiliki dan dikuasai bersama dan harta masing-ngagang dimiliki dan

dikuasai oleh masing-masing dari suami istri.

Keempat sumber harta yang didapat tersebut dapabuti harta
kekayaan. Konsep harta kekayaan sebagaimana dikdésaulpada uraian
sebelumnya dapat ditinjau dari segi ekonomi meihiékatnya pada aturan

hukum yang mengatur.

" Harian Kompas. Edisi 13 Juni 2005



Harta bersama yang dimiliki suami istri dari segikim diatur

dalam undang-undang perkawinan nomor 1 tahun 1884l 85 dan 36

sebagai berikut:

1)

2)

1)

2)

Pasal 35:

Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjedta
benda bersama.

Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri daarta
benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah &arisan
adalah dibawah penguasaan masing-masing Si penenaia
pihaktidak menentukan.

Pasal 36:

Mengenai harta bersama suami istri dapat bertindakas
persetujuan kedua belah pihak.

Mengenai harta bawaan masing-masing suami dan istri
mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuaikom
mengenai harta bendanya.

Di dalam Kompilasi Hukum Islam mengenai harta besaliatur

dalam Bab Xll tentang harta kekayaan dalam perkanvpoalam pasal 85

sampai dengan pasal 97.

Pasal 85 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwayslaarta

bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemuagkadanya harta

milik masing-masing suami atau sitri.

Adapun jenis-jenis harta bersama di dalam pasaK&pilasi

Hukum Islam dinyatakan sebagaiberikut:

1)

Harta bersama sebagaimana tersebut dalam pasaatds dapat

berupa benda berwujud atau tidak berwujud.



2) Harta bersama yang berwujud dapat meliputi bertik tbergerak,
benda bergerak, dan surat-surat berharga.

3) Harta bersama yang tidak berwujud dapat berupa rhakpun
kewajiban.

4) Harta bersama dapat dijadikan sebagai barang jantleh salah

satu pihak atas persetujuan pihak lainnya.

Memperhatikan pasal-pasal tersebut diatas bahwg gl@anggap
sebagai harta bersama adalah berupa benda milikisistri yang
mempunyai nilai ekonomi dan nilai hukum, yaitu memai nilai
kegunaan dan ada aturan hukum yang mengatur. lHarsama dapat
berupa benda berwujud yang meliputi benda bergeaaktidak bergerak
serta harta bersama dapat berbentuk surat-surdtarger dan harta

bersama dapat berupa benda tidakk berwujud bemlpddn kewajiban.

Menurut pasal 499 KUH perdata, pengertian bendguotebarang
dan hak. Barang adalah benda berwujud sedangkaad##&h benda tak
berwujud. Pada benda melekat suatu hak. Setiaplibepeinda adalah
juga pemilik hak atas bendanya itu. Jadi hartadmeastermasuk harta
milik suami-istri yang dapat berupa hak dan kevaajibyang harus

ditanggung suami-istri.

C. Pengadilan Agamadi Indonesia



Keadilan merupakan satu nilai ajaran yang termdigaena dengan
menegakkan keadilan dan kebenaran, akan menciptaketenteraman,
menumbuhkan rasa aman, memperkuat hubungan amii@idin memperkuat
rasa kepercayaan antara penguasa dan rakyat, mehnkambnikmat kekayaan,
menciptakan kesekahteraan dan meneguhkan tradisingga tradisi tersebut
tidak mengalami kerusakan dan kekacauan, dan psactaupun rakyat dapat
menjalankan tujuannya dalam bekerja, berprodula, laerbakti kepada Negara

tanpa menghadapi halangan yang dapat menghambataetya.

Sarana utama dalam mewujudkan keadilan, mewujudiedahak dan
memelihara darah, kehormatan, dan harta bendahadiagan menegakkan
sistem peradilan yang diwajibkan oleh Islam dan jatkkannya sebagai bagian
dari ajaran-Nya dan sebagai lembaga yang haru$ &gmadilan merupakan
fardhu kifayahuntuk menghindari tumbuhnya kezaliman dan memutuskeatu
perselisihan. Penguasa wajib mengangkat hakim umekegakkan hukum di
kalangan masyarakat, demi terciptanya suatu keadidam telah menjanjikan

surga bagi hakim yang adil, sebagaimana riwayat Aiairah :
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® Sayyid SabigFighus sunnahditerjemahkan oleh Nor Hasanuddin dkk, 2006, dakausat :
Pena Pundi Aksara. Hal. 335

® Muhammad bin Ahmad Al-DzahabSunan Abi DaudCetakan ke-ll ; 2007. Riyad! : Al-
Ma’arif. Hal. 641.



“Dari Abu Hurairah, Nabi saw. Bersabda : Barangsepmencari
keadilan bagi kaum muslimin hingga dia mendapatikankemudian
keadilan mengalahkan kecurangannya, maka baginygasudan
barangsiapa yang kecurangannya mengalahkan keaudimnmaka
baginya neraka.”

Pertumbuhan dan perkembangan Peradilan IslarQddla) sejalan
dengan pertumbuhan dan perkembangan masyarakat #dangkan masyarakat
Islam dapat diberi batasan awal, yaitu mulai daasantugas kerasulan Nabi
Muhammad SAW. pada periode madinah, meskipun tugg®@sulan itu
merupakan kelanjutan tugas para Rasul terdahutla Reasa itu mulai dilakukan
penataan kehidupan masyarakat sejalan dengan y@ruwahyu yang berisi
pengaturan kehidupan manusia, yaitu pengaturan alggdu , pengaturan
pengaturan harta, pengaturan hubungan antar peraglrka dan antar manusia.
Pengaturan berbagai pranata sosial itu mengacwéaepahyu yang diterima oleh
Rasulullah SAW. yang selanjutnya, pengaturan peatesebut, dalam kalangan

para ahli hukum dan figh dikenal sebagai hukunmisfa

Peradilan Islam mengalami perkembangan pasang sejalan dengan
perkembangan masyarakat Islam di berbagai kawamamelgara. Di Indonesia,
Peradilan Islam ini dikenal dengan Peradilan Agamegara-negara yang
mayoritas muslim di dunia, asas peradilannya merygaurprinsip-prinsip
kesamaan dengan Peradilan Agama di Indonesia, sémulssebabkan karena

hukum Islam itu tetap satu dan berlaku atau dapatldkukan di manapun yakni

19 Cik Hasan Bisri, Peradilan Agama di IndonesidisErevisi, cetakan keempat. 2003. Jakaeta :
Raja Grafindo. Hal. 17



bukan hanya untuk satu bangsa atau suatu negéeattesaja, di manapun di

dunia!

Peradilan Agama di Indonesia merupakan sesuatu gangat menarik,
karena bukan saja mampu bertahan tapi Peradilam&gaga mengalami banyak
kemajuan dalam berbagai hal. Kemajuan itu semakrasa terutama sejak
disahkannya Undang-undang No. 7 Tahun 1989 terfangdilan Agama yang
kemudian pada perkembangan selanjutnya Undang-gndan dinyatakan
mengalami perubahan dengan disahkannya Undang-ginfdan 3 Tahun 2006
tentang Perubahan atas Undang-undang no. 7 Tah8@ tEhitang Peradilan

Agama.

Peradilan Agama adalah salah satu diantara pemaddilasus di Indonesia.
Dua peradilan khusus lainnya adalah Peradilan dtediain Peradilan Tata Usaha
Negara. Dikatakan peradilan khusus karena Peradifma mengadili perkara-
perkara tertentu atau mengenai golongan rakyantert Dalam hal ini Pengadilan
Agama hanya berwenang di bidang tertentu sajak tiedlanasuk bidang pidana
dan pula hanya untuk "orang-orang Islam"” di Indenedalam perkara-perkara
perdata tertentu tidak mencakup seluruh perdasanigKecuali Aceh}? Guna
mempelajari "kekhususan" Peradilan Agama di Indi@ndsarus dikembalikan
pada aturan formal yang menjadi dasar hukum dakamj Pengadilan Agama di
Indonesia dalam menjalankan kekuasaannya sesuganiésas yang diatur oleh

undang-undang.

1 Basiq Djalil. Peradilan Agama di Indonesi@006, Jakarta ; Kencana. Hal.9
2 |bid. hal. 9



1. Asas-asas hukum Pengadilan Agama

Inti daripada hukum terletak pada asas-asasnya Yamgudian
diformulasikan menjadi perangkat peraturan perugdardangari® Hal ini
tentunya juga berlaku di Pengadilan Agama, sebaganyang diamanatkan
oleh undang-undang no. 7 tahun 1989 tentang Pamadlgama yang
kemudian dirubah dengan ditetapkannya undang-undan@ tahun 2006.
Asas-asas ini menjadi pedoman umum dalam melakaanglenerapan

semangat undang-undang dan keseluruhan rumusdrppash
Adapun asas-asas yang dimaksud, antara lain :

1. Asas Personalitas Keislaman
Asas personalitas keislaman yang melekat pada iRarad

Agama, yaitu sebagai berikut :

a. Pihak-pihak yang berperkara / bersengketa harus-sama
pemeluk agama Islam.

b. Perkara Perdata yang dipersengketakan harus mengena
perkara-perkara di bidang perkawinan, kewarisansiatia
hibah, zakat, wakaf, sedekah, dan ekonomi syari’ah.

c. Hubungan hukum dari perkara tersebut diikat dergamum
islam atau berdasar pada prinsip syari‘ah.

Asas personalitas keislaman termuat dalam pasahdang-

undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agdarapasal 49

13 Jaenal AripinPeradilam Agama dalam Bingkai Reformasi Hukum dbhesia2008. Jakarta :
Kencana Prenada Media Group. Hal. 348



undang-undang nomor 3 tahun 2006 tentang perulstharundang-
undang nomor 7 tahun 1989. Yang menjadi patokda panerapan
asas personalitas keislaman ini adalah didasarkpada patokan
umum dan patokan saat terjadinya hubungan hukuntiny&y
keislaman seseorang cukup diketahui dengan melibktor-
faktornya tanpa mempersoalkan kwalitas keislamanngya
bersangkutan. Faktanya cukup dilihat pada identitasy dimiliki
orang tersebut, seperti KTP, SIM, atau tanda Haktnya. Dengan
kata lain, jika seseorang mengaku beragama islagasedibuktikan
kartu identitas, maka pada dirinya sudah melekas a®rsonalitas

keislaman.

2. Asas Kebebasan

Kebebasan disini maksudnya adalah tidak boleh duk [yang
ikut campur tangan dalam penanganan suatu perkded o
pengadilan/majelis hakim. Hal ini diatur dalam umglaindang no. 4
tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman pasal 4 (3)yatsas
Kebebasan atau kemerdekaan ini merupakan asagpging pokok

dan sentral dalam kehidupan peradifan.

3. Asas Upaya Mendamaikan
Asas upaya mendamaikan dijelaskan dalam undangtrgnao.
7 tahun 1989 pasal 65 dan pasa 82. Dalam penjeleasal 82

dinyatakan bahwa selama perkara belum diputus, maka

4 Ibid., 350



mendamaikan dapat dilakukan pada setiap sidangrpeaan pada

semua tingkat peradilan.

4. Asas Persidangan Terbuka untuk Umum

Berdasarkan asas ini, bahwa setiap sidang pemasaikgarbuka
untuk umum, kecuali undang-undang menentukan |&au gika
hakim dengan alasan-alasan penting yang dicatatndbaérita acara
sidangn memerintahkan bahwa pemeriksaaan secasukdsn

atau sebagian akan dilakukan dengan sidang tertutup

Asas terbuka untuk umum ini diatur dalam undangaagdo. 4
tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman pasal 19Bydan (2),
serta dalam undang-undang no. 7 tahun 1989 terfamgdilan

Agama pasal 59 ayat (1), (2) dan (3).

5. Asas Legalitas dan Persamaan
Asas ini termuat dalam undang-undang no. 4 tahOd Bntang
Kekuasaaan Kehakiman pasal 5 ayat (1) yaitu baheveyguilan

mengadili menurut hukum dan tidak membeda-bedakamgo

6. Asas Sederhana, Cepat, Biaya Ringan

5 Mardani.Hukum Acara Perdata Peradilan Agama & Mahkamah 3yen. 2009. Jakarta :
Sinar Grafika. Hal. 42



Berperkara cepat, sederhana dengan biaya ringaopaiem
keinginan keinginan dari setiap orang yang menpariyelesaian
dan keadilan. Asas sederhana, cepat, biaya ringaarddalam
Undang-undang no. 4 tahun 2004 pasal 4 ayat (2)airBitu, asas
ini juga termuat dalam Undang-undang no. 7 tahusOlSasal 57

ayat (3).

2. Kewenangan (Kompetensi) Pengadilan Agama

Kewenangan, atau sering juga disebut dengan “kekmds dan
kadang juga disebut dengan “kompetensi” Peradilgama, secara umum

dapat dibesakan menjadi dua hal, yaitu :

a. Kewenangan Relatif Peradilan Agama

Kewenangan relatif atau kekuasaan relatif diartiksebagai
kekuasaan peradilan yang satu jenis dan satu temgkadalam
perbedaannya dengan kekuasaan pengadilan yang jsammadan
sama tingkatah®

Setiap Pengadilan Agama mempunyai wilayah hukurterter,
dalam hal ini meliputi satu kota madya atau sathupaten kecuali
terdapat situasi tertentu yang mengharuskan perf@nbaatau
pengurangan jumlah pengadilan pada wilayah tertétdalini termuat
dalam undang-undang no. 7 tahun 1989 pasal 4 Ayat (

Pasal 4

16 Basiq Djalil.Loc. Cit Hal. 138



(1) Peradilan Agama berkedudukan di kota madya atau kbta
kabupaten dan daerah hukumnya meliputi wilayah kotalya
atau kabupaten.

Pada penjelasannya, berbunyi :
“Pada dasarnya tempat kedudukan Pengadilan Agama @id
kodya atau kabupaten, yang daerah hukumnya melylayah

kota madya atau kabupaten, tetapi tidak tertutupdegkinan
adanya pengecualian.”

Pasal diatas secara tidak langsung juga menjelasiaiwa
perbedaan kekuasaan antara pengadilan yang sdtu den satu
tingkatan terletak pada perbedaan wilayah hukumingasasing.
Artinya, ketika dikaitkan dengan definisi kekuasaatatif peradilan
agama, maka dapat disimpulkan bahwa kekuasaanf rat#lah
kekusaan Peradilan Agama yang berkaitan dengaryaildaukum
(yurisdiksi) suatu pengadilan.

b. Kewenangan Absolut Peradilan Agama

Kewenangan absolut adalah kekuasaan pengadilan yang
berhubungan dengan jenis perkara atau jenis pdagaditau
tingakatan pengadilan dalam perbedaanya dengas pemkara atau
jenis pengadilan atau tingkatan pengadilan laiffhy&erkaitan
dengan kewenangan Peradilan Agama, diatur dalarangrdndang
no. 7 tahun 1989 pasal 49 dan 50 yang telah diaemaex dengan
undang-undang no. 3 tahun 2006 yang berbunyi :

Pasal 49
Pengadilan Agama berugas dan berwenang memeriksa,

memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingka
pertama antara orang-orang yang beragana Islamidahg :

7 bid. Hal. 139



Perkawinan;
Kewarisan;
Wasiat;

Hibah;

Wakaf;

Zakat;

Infak;
Sedekah; dan
Ekonomi syari’ah.

= R

Pasal 50

(1) Dalam hal terjadi sengketa hak milik atau sestgklain
dalam perkara-perkara sebagaimana yang dimaksudrdal
pasal 49, khusus mengenai objek sengketa tersetvus h
diputuskan harus diputuskan lebih dahulu oleh Peilga
dalam lingkungan Peradilan Umum.

(2) Apabila terjadi sengketa hak milik sebagaimaaaksud
pada Ayat (1) yang subjek hukumnya antara orangwgra
yang beragama Islam. Objek sengketa tersebut dsgatu
oleh Pengadilan Agama bersama perkara yang dimaksud
dalam pasal 49.

Pasal di atas jelas menyebutkan bahwa Pengadilamaderkuasa
atas perkara perdata bagi mereka yang beragamadslam perkara-
perkara yang telah ditentukan, sedangkan yangnsieam menjadi
kekuasaan ataupun perkara lainnya menjadi kekuaBamadilan
Umum. Selain itu, kekuasaan absolut mengharuskahwda
Pengadilan Agamalah yang berkuasa memeriksa dangaudiin
perkara dalam tingkatan pertama, tidak boleh lamgserperkara ke
Pegadilan Tinggi Agama atau di Mahkamah Agung.

Terdapat dua asas untuk menentukan kompetensi uabsol
Pengadilan Agama, yaitu apabila: suatu perkara aregkut status

hukum seorang muslim, atau suatu sengketa yangultiddri suatu



perbuatan/peristiwa hukum yang dilakukan/terjaddbasarkan hukum
Islam atau berkaitan erat dengan status hukum aebaglim*®

3. Upaya Hukum Derden Verzet di Pengadilan Agama

Demi keadilan dan kebenaran, putusan hakim harpat dhperbaiki
atau dibatalkan jika dalam putusannya terdapat ikdkh atau kekeliruan.
Oleh karena itu hukum menyediakan sarana atau upaybaikan atau
pembatalan putusan guna mencegah atau memperbakkildfan atau
kekeliruan putusan. Upaya hukum merupakan hak ganak yang
berkepentingan, karena itu pula pihak yang bersaagksendiri yang harus
aktif dengan mengajukannya kepada pengadilan ydegi dkekuasaan untuk
itu jika ia menghendakinya. Hakim tidak dapat mesaak atau

menghalanginya.

Upaya hukum dibedakan menjadi upaya hukum biasa utmya
hukum istimewa. Upaya hukum biasa pada asasnyakierontuk setiap
putusan selama masih dalam tenggang waktu yangtuktn. Jika dalam
tenggang waktu tersebut tidak diajukan, maka piyakg berkepentingan
tidak dapat mengajukan upaya hukum lagi, demikiagaj jika yang
berkepentingan menerima putusan hakim. Selama upagan biasa dalam
proses pemeriksaan, putusan yang bersangkutan ddpét dilaksanakan
kecuali jika putusan itu mengandung putusan seetdanJenis upaya hukum

biasa ialah : perlawanawgrze}, banding dan kasasi.

18 A, Mukti Arto, Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Aga2@04. Yogyakarta : Pustaka
Pelajar. Hal. 6.



Upaya hukum istimwewa hanya terbuka untuk putusamgytelah
memperoleh kekuatan hukum pasin (krach). Pada asasnya terhadap
putusan yang telah memperoleh kekuatan pasti trdakgkin lagi dapat
diubah, sekalipun oleh pengadilan yang lebih tingi@imun dengan alasan-
alasan yang dimuat dalam undang-undang, maka puyase telahn kracht
dapat diperbaiki sepanjang mengenai kekeliruanajta ygengan mengajukan
upaya hukum istimewa. Jenis upaya hukum luar agsa istimewa adalah :
peninjauan kembalir¢quest civil dan perlawanan pihak ketigalefden
verze}j. Upaya hukum istimewa tidak menghentikan pelaksanasnsan

hakim2®

Berbeda dengan pengertian Verzet yang merupakdawagran dari
pihak Tergugat / para Tergugat terhadap putusasteker Derden verzet
adalah merupakan perlawanan Pihak Ketiga terh&dapbaik sita jaminan
(conservatoir besldg sita Revindikasi Revindicatoir besladg atau sita

eksekusi Executorial beslap

Ketentuan hukum acara yang membahas tentang pedawgihak
ketiga ini masuk pada bagian menjalankan putuséno pasal 206 R.Bg /

HIR 195 ayat 6 dan 7 yang ditegaskan sebagai leriku

6) Perlawanan terhadap putusan juga dari orang laimganenyatakan
barang yang disita itu miliknya serta diadili sepersemua
perselisihan tentang upaya paksa yang diperintaltidah Pengadilan
(Negeri/Agama) yang dalam daerah hukumnya terjagaksanaan
putusan itu.

9 http://id.shvoong.com/law-and-politics/190656 1 -updywikum-di-pengadilantiakses pada 10
April 2011




7) Perselisihan yang timbul dan putusan tentang peibgn itu harus
tiap-tiap kali selekas-lekasnya diberitahukan demgarat oleh Ketua
Pengadilan (Negeri/Agama) itu kepada Ketua Pengadilyang
semula memeriksa perkara itu.

Dari ketentuan pasal 206 R.Bg / 195 HIR ayat (&) (i@ tersebut dapat

dipahami bahwa:

v

Pelaksanaan putusan pengadilan, dapat berupa gemyiarang-barang
atau tindakan tindakan pelaksanaan lainnya.

Atas penyitaan atau tindakan pelaksanaan lainmgaliat mungkin yang
bersangkutan atau pihak ketiga tidak menerima /efetbn dan

mengajukan verzet (perlawanan).

Jika ada perlawanan terhadap sita / eksekusi yalilgkukan dengan
pendelegasian, maka derden verzet ini diajukandepangadilan (Negeri
/ Agama) yang malakukan tindakan penyitaan / eksekw, jadi bukan

diajukan kepada Pengadilan yang memutus perkaralaem

Pengadilan yang melaksanakan penyitaan / eksekag memeriksa dan
memutus soal derden verzet tersebut.

Jika timbul derden verzet seperti tercantum padd ) tersebut, maka
Ketua pengadilan yang menerima perlawanan tersebhdrus

memberitahukan secara tertulis kepada Ketua Pdagagihng memutus
perkara pokoknya.

Demikian pula halnya Jika Pengadilan yang meneripeslawanan

tersebut telah memberi putusan dalam verzet ittyshenemberitahukan



putusannya kepada ketua Pengadilan yang minta damadanya yang
memutus perkara pokoknya.
v' Jika ada banding terhadap putusan mengenai desdeet\tersebut, maka

berlaku peraturan tentang banding atas perkamylaff

20 http://www.santoslolowang.com/hukum/derden-verzateka-hak-milik/. Diakses pada 10
April 2011






